Global: Jurnal Politik Internasional
Volume 13

Number 1

Article 4

August 2011

EVALUASI PENATAAN NEGARA DALAM INSTRUMEN
PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM (PERSPEKTIF HUKUM
DAN EKONOMI)
Deni Bram
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, deni_up@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/global

Recommended Citation
Bram, Deni (2011) " EVALUASI PENATAAN NEGARA DALAM INSTRUMEN PENANGGULANGAN
PERUBAHAN IKLIM (PERSPEKTIF HUKUM DAN EKONOMI)," Global: Jurnal Politik Internasional: Vol. 13 :
No. 1 , Article 4.
DOI: 10.7454/global.v13i1.160
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol13/iss1/4

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars
Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars
Hub.

EVALUASI PENAATAN NEGARA DALAM INSTRUMEN
PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM (PERSPEKTIF HUKUM
DAN EKONOMI)

Deni Bram
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

E-mail: deni

ui)(ffvahoo.co-id

Abstract

Compliance is a spirit in a law enforcement system. Precise rales and sanctions are
defined in detail is sometimes not able enough to be reason and affects the rationality
of the stipulated legal subjects. Law and Economic approach try to carry the economy
instrument in a comprehensive assessment in order to optimize compliance with the
rules. This article tries to give the perspective of economic analysis of law in the realm
of international treaties in the field of climate change, sanctions that are too
lightweight and low cost that must be done as a follow disobedience became the main
focus in this paper that tried to look in the calculation of cost benefit analysis
Keywords: Climate Change. Compliance, Economic Approach

Pendahuluan
Dari serangkaian revolusi yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial di
beberapa negara, tidak ada yang dapat memberikan perubahan besar terhadap niiai dan
perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan sebesar sumbangsih dari revolusi

lingkungan.1 Salah

satu isu lingkungan hidup yang memberi pengaruh signifikan terhadap

semua komponen dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah fenomena perubahan
iklim (climate

change)2 Perubahan iklim hadir sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan

lingkungan yang berdampak pada hampir setiap bidang kehidupan dan mengancam eksistensi
kehidupan manusia baik pada tataran lokal, nasional, dan

global.3

Saat ini tidak ada lagi

pertanyaan mengenai apakah pemanasan global masih terjadi dan juga perdebatan serius

tentang apakah aktivitas manusia adalah penyebab dari fenomena iklim itu? Dalam

pandangan para ilmuwan, dikatakan bahwa jika kita gagal membuat penurunan signifikan
pada emisi gas rumah kaca selama sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, kita
menghadapi kemungkinan bencana lingkungan membahayakan pada akhir abad
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Dalam Iaporan tahunan rutin forum Intergovernmental Panel on Climate Change

(IPCC) pada 6 April 2007 yang berjudul Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and

Vulnerability, dituangkan beberapa proyeksi ilmiah dampak dari perubahan iklim yang akan
terjadi secara masif di beberapa negara. Di benua Afrika, contohnya, antara 75 hingga 250

juta orang diproyeksikan akan menghadapi peningkatan air stres akibat perubahan iklim pada
tahun 2020. Produksi pertanian, termasuk akses ke makanan, diperkirakan akan sangat

terancam. Perubahan iklim secara jelas akan berdampak buruk pada mata pencaharian,

keamanan pangan, dan memperparah gizi buruk di seluruh benua Afrika.5
Dalam konteks Indonesia, dampak nyata perubahan iklim adalah kenaikan muka air
laut setinggi satu meter. Hal ini meresahkan karena panjang garis pantai Indonesia lebih dari
80.000 km dan konsentrasi penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya
tinggi, sehingga kenaikan muka air laut setinggi satu meter tentu akan berpengaruh langsung
pada kehidupan masyarakat di daerah pesisir, termasuk kota pantai dan pelabuhan. Ekosistem

alami seperti mangrove juga akan banyak mengalami gangguan dari pelumpuran dan

penggenangan yang makin tinggi.6 Selain itu, adanya peningkatan suhu udara secara
langsung akan mempengaruhi produksi sereal termasuk padi, makanan pokok penduduk

Indonesia. Dalam hasil Iaporan Indonesia Country Study on Climate Change tahun 1998,
dikatakan bahwa sistem produksi pertanian rentan terhadap adanya perubahan iklim,

contohnya adalah anomali iklim yang terjadi tahun 1991 dan 1994 menyebabkan Indonesia
harus mengimpor beras 600.000 ton pada 1991 dan lebih dari satu juta ton pada 1994. 7
Adanya proyeksi ilmiah berbagai dampak perubahan iklim pada negara-negara di
dunia tersebut mengundang perhatian dan kepeduluan masyarakat internasional. Tonggak

kepedulian masyarakat internasional terhadap perubahan iklim diwujudkan dalam Konferensi
Tingkat Tinggi di Rio de Jainero melalui suatu instrumen United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) yang menjadi suatu bentuk keseriusan
masyarakat internasional

untuk menentukan tujuan bersama dan rencana strategis

penanggulangan perubahan iklim.

Negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC

kemudian sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca anthropogenik sebagai

sumber utama perubahan iklim dan untuk menghindari gangguan dari sistem iklim dengan
mengendalikan penyebab utama berupa metan, asam nitrat, dan, khususnya, emisi karbon

dioksida.9
Salah satu perjalanan penting dalam penanggulangan perubahan iklim terkristalisasi
saat diadakannya COP 3 yang menghasilkan instrumen hukum internasional yang dikenal
58
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dengan Protokol Kyoto.10 Protokol Kyoto hadir sebagai bentuk perjanjian intemasional
pertama yang berkekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya.

Protokol Kyoto pada dasarnya berkomitmen pada pengurangan sejumlah emisi gasgas rumah kaca seperti karbondioksida, metana, nitrooksida, dan sulfur heksafluorida, serta
dua kelompok gas lainnya, yaitu hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon yang dihasilkan
oleh negara-negara Annex I (negara-negara industri maju). Dalam Protokol ini disepakati
bahwa negara-negara yang telah meratiflkasi perjanjian tersebut memiliki standar tertentu
dalam hal jumlah emisi gas rumah kaca. Untuk negara-negara Annex I, mereka harus

mengurangi lebih banyak jumlah emisi daripada negara-negara Annex 11 atau Annex III.
Target pengurangan emisi gas rumah kaca di seluruh dunia ialah 5,2% disamakan dengan
tahun 1990. Namun, Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara maju yang menjadi
penyebab perubahan iklim untuk menurunkan nilai emisi gas rumah kaca setidak-tiaaknya
11
12.
Batas reduksi masing5% dari kondisi tahun 1990 dalam kurun waktu 2008 sampai 20

masing negara berbeda-beda tergantung dari tingkat emisi yang mereka keluarkan (lihat
grafik 1). Misalnya Uni Eropa harus mereduksi 8% dari total emisi yang dikeluarkannya, 7%

untuk Amerika, serta 6% untuk Jepang.1*

Beberapa negara telah melakukan tindakan awal dalam rangka menindaklanjuti
kesepakatan yang tertuang dalam Protokol Kyoto. Uni Eropa misalnya, telah mulai

membatasi beberapa kegiatan yang dapat menjadi pemicu peningkatan konsentrasi gas rumah
kaca pada masa mendatang.13 Namun, hal ini tidak memberikan sumbangsih signifikan pada

tujuan yang hendak dicapai. Bersandar pada berbagai tolak ukur yang kerap digunakan,
sumbangsih manusia dalam perubahan iklim telah memasuki tahapan membahayakan dan

merusak ekosistem bumi pada umumnya, serta negara-negara miskin pada khususnya.14
Secara singkat, para ilmuwan yang terlibat dalam Intergovernmental Panel on Climate

Change serta para ahli lainnya sepakat untuk mengatakan bahwa rezim perubahan iklim yang
ada sekarang ini telah

gagal.15 Bahkan, pelaksanaan Protokol Kyoto secara utuh pun dalam

perspektif ilmuwan hanya memberikan sumbangsih kecil dalam usaha perbaikan iklim di

masa yang akan datang.16
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Grafik 1. Prosentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca Negara Peserta
Protokol Kyoto serta Kewajiban yang Harus dilakukan dalam Kurun Waktu 20082012
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Di tengah pesimisme pada usaha penganggulangan perubahan iklim, pendekatan

hukum dan ekonomi memberikan perspektif lain dalam melihat tingkat kualitas penaatan
negara-negara yang diatur dalam instrumen Multilateral Environmental Agreements. Tulisan

ini mencoba untuk menjawab permasalahan rendahnya tingkat penaatan terhadap perjanjian
internasional di bidang perubahan iklim serta mencoba untuk memberikan solusi dalam optik

pendekatan ekonomi terhadap hukum terhadap masalah yang ada.

Economic Analysis of Law : Alternatif Pendekatan Penaatan Perubahan Iklim

Arus Pemikiran Hukum dan Ekonomi
Dalam karya fenomenalnya, Richard Posner pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa
pergerakan pemikiran analisa ekonomi terhadap hukum mungkin merupakan perkembangan
yang paling penting dalam pemikiran hukum seperempat abad

terakhir.17

Melalui aplikasi

pendekatan ekonomi terhadap hukum, baik dalam tataran teoretis maupun dalam ranah
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metodologis, pendekatan ini mencoba untuk

memperkenalkan

pendekatan dengan

penggunaan instrumen ekonomi sebagai landasan pijak dalam disiplin ilmu lain termasuk
hukum

intemasional.18
Aliran analisa ekonomi terhadap hukum atau sering dipertukarkan dengan istilah

hukum dan ekonomi dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai "as a discipline
advocating the economic analysis of the law, whereby legal rules are subjected to a cost benefit analysis to determine whether a change from one legal rule to another will increase

or decrease allocative efficiency and social wealth

Dari konsep ini dapat dilihat bahwa

aliran hukum dan ekonomi tidak hanya melihat sebuah peraturan sebagai sesuatu ketentuan
normatif yang ditaati oleh subyek pengaturannya karena adanya sikap patuh dan keberadaan
hukum itu sendiri, namun ketaatan maupun proses penegakannya sangat dipengaruhi oleh

nilai efisiensi serta perhitungan untung rugi di dalamnya.
Sementara itu, Kaplow dan

Shavell19

dalam tulisannya menyatakan bahwa disiplin

Hukum dan Ekonomi berkutat pada 2 pertanyaan utama, yaitu (i) apakah sebuah peraturan
mempengaruhi perilaku seseorang? dan (ii) apakah pengaruh tersebut sesuai dengan yang

dikehendaki oleh peraturan? Mereka mencoba merumuskan kembali proses perumusan

ketentuan yang dapat memberikan hasil yang efisien serta mempermudah proses penerapan
dengan mengandalkan asumsi dalam ekonomi. Sedangkan Cooter dan Ulen mendeskripsikan

disiplin ilmu yang terbilang muda ini bahwa ekonomi secara matematis telah tepat
memprediksikan teori-teori yang ada di dalamnya untuk dapat mengukur dampak harga

terhadap perilaku seseorang.20
Penelusuran pergerakan aliran hukum dan ekonomi dapat dilacak dari beberapa

pemikir utama seperti Adam

Beccaria24

Smith21, David Hume22, Jeremy Bentham23, Bellamy

pada abad kedelapan

belas.25

dan

Sedangkan aliran modern tentang hukum dan

ekonomi ntulai berkembang di Amerika Serikat, khususnya di Chicago Law School.
Perkembangan awal yang cukup signifikan terjadi pada tahun 1940an dan 1950an yang

ditandai dengan munculnya artikel-artikel yang mengusung pendekatan hukum dan ekonomi

seperti Coase dengan Social Cost dan Calabresi dengan Torts. Langkah mereka kemudian

diteruskan oleh penulis-penulis ternama seperti Posner, Becker dan Easterbrook. Beberapa
jurnal pun mulai mengusung gagasan hukum dan ekonomi sebagai tema utama, seperti
Journal of Law and Economics (1958), Journal of Legal Studies (1972), International Review
of Law and Economics (1981) dan Journal of Law , Economics, and Organization (1985). Hal

ini berlanjut dengan publikasi dari Richard Posner yang mengusung pendekatan hukum dan
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ekonomi untuk pertama kalinya yang berjudul “ Economic Analysis of Law” pada tahun

1972.26

Pemikir lain pun mulai mengembangkan pemikiran hukum dan ekonomi seperti

Cooter dan Ulen dalam buku “ Law and Economics” pada tahun 1988 yang dikembangkan
sampai dengan tahun 2004.27

Pada bentuk awalnya, analisa ekonomi dalam pendekatan hukum dan ekonomi
digunakan terbatas hanya pada bidang ilmu hukum yang terkait langsung dengan kaidah
perhitungan ekonomi seperti hukum persaingan usaha, hukum pajak, hukum perburuhan, dan
hukum pasar modal. Dalam perkembangannya, kaidah-kaidah dasar hukum dan ekonomi juga

merambah pada bidang ilmu yang tidak terkait langsung dengan premis-premis ekonomi

yang ada dalam konsep pasar, dimulai dengan pendekatan terhadap perjanjian, hak milik,

serta gugatan-gugatan hukum yang kemudian berkembang pada penerapan di hukum

pidana28, hukum keluarga29,
iingkungan.32

hukum hak

cipta30, hukum konstitusi31, dan hukum

Pada penerapannya, penggunaan analisa ekonomi terhadap hukum bersandar pada 2

hal utama, yaitu bentuk analisa positif dan analisa normatif. Pendekatan yang mengusung

analisa positif dilakukan dengan metode yang memprediksikan dan menjelaskan penyebab

dan latar belakang setiap individu dalam merespon setiap bentuk peraturan dan insentif.
Model ini menekankan pada bagaimana sebuah sistem hukum berjalan dan bagaimana
dampak yang dihasilkan. Sebaliknya, pendekatan normatif mengusung pemikiran bagaimana

hukum itu seharusnya dirumuskan. Bersandar pada instrumen-instrumen ekonomi dan
insentif yang ada, pendekatan normatif mengusung ide-ide baru dalam meningkatkan kualitas
peraturan.

Penaatan Berbasis Rasionalitas

Penaatan

Iingkungan

(environmental

compliance)

adalah

penerapan

atau

implementasi penuh dari persyaratan-persyaratan perlindungan Iingkungan yang biasanya
diformalisasi dalam bentuk ketentuan perundang-undangan maupun persyaratan perizinan,
misalnya persyaratan tentang baku mutu Iingkungan. Penaatan terjadi ketika persyaratan
terpenuhi dan perubahan yang diinginkan terjadi, misalnya ada perubahan proses atau bahan

baku, perubahan praktek kerja, sehingga misalnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
dibuang di tempat yang layak. Pada dasarnya, timbulnya berbagai persoalan Iingkungan
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hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta bentuk-bentuk

kerusakan lingkungan lainnya tidak terlepas dari rendahnya penaatan lingkungan.
Zaelke mengidentifikasi setidaknya ada dua teori utama tentang penaatan lingkungan

yaitu teori rationalist (logic of consequences) dan teori normatif (logic of appropriateness■).i}
Pertama, berdasarkan teori rationalist, subyek hukum sebagai aktor rasional berperilaku

sesuai dengan tujuan mereka (memaksimalkan keuntungan ekonomi). Teori ini menekankan
pada upaya penegakan hukum dan penjeraan (deterrence) untuk mengubah “perhitungan”
untung rugi perusahaan tersebut. Menurut Becker, para pelanggar potensial memberikan

respon terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan terhadap derita yang mungkin
dialami apabila hukuman dijatuhkan.34 Dengan demikian, penjeraan (deterrence) dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan sanksi atau denda, meningkatkan aktivitas pemantauan

untuk meningkatkan peluang menangkap pelanggar, atau merubah aturan hukum untuk
meningkatkan kemungkinan terjeratnya pelanggaran.

Teori penjeraan (deterrence theory) memperluas pendapat Becker dengan menyatakan
bahwa pendekatan penjeraan akan efektif apabila ada kemampuan mendeteksi adanya
pelanggaran, adanya sanksi yang cepat, pasti, dan sesuai atas pelanggaran yang terdeteksi,
serta adanya persepsi di antara perusahaan yang menjadi sasaran pengaturan (regulated firm)
bahwa kemampuan melakukan deteksi dan sanksi tersebut memang ada. Pandangan terhadap

“biaya” pun kemudian diperluas bukan hanya biaya moneter, tetapi juga membuka

kemungkinan pada jenis hukuman lain seperti stigma moral dan hilangnya reputasi.
Teori rationalist kemudian mempcngaruhi pendekatan penegakan hukum dalam
mencapai penaatan lingkungan atau juga dikenal dengan pendekatan atur dan awasi (ADA)
atau command and control (CAC). Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan

pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan
melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan perlindungan fungsi lingkungan hidup

(command approach). Pengaturan seperti yang diuraikan di atas harus diikuti dengan suatu

sistem pengawasan agar penaatan dapat dijamin, yang kemudian dikenal sebagai control

approach. Penggabungan kedua pendekatan tersebut kemudian populer sebagai pendekatan
atur dan awasi (ADA). Pendekatan ADA ditujukan agar sumber pencemar potensial dicegah
untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan cara “atur”, “awasi”

dan “ancam dengan hukuman”. Pendekatan ADA dapat berjalan efektif apabila setidaknya 3
prakondisi sebagai berikut terpenuhi: (1) adanya kemampuan untuk mendeteksi adanya
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pelanggaran; (2) adanya tanggapan (respon) yang cepat dan pasti (swift & sure responses )
dari pelanggaran yang dideteksi sebagaimana nomor 1; dan (3) adanya sanksi yang memadai.
Kedua, berdasarkan teori normatif yang mempertimbangkan logika kepatutan (logic

of appropriateness), pada dasamya sasaran pengaturan (regulated entities) adalah pihakpihak yang beritikad baik yang ingin mematuhi hukum, tetapi mereka tidak mampu

melakukannya. Berdasarkan teori normatif, penaatan terjadi (ataupun tidak terjadi) sebagian

besar dikarenakan faktor “kapasitas” dari sasaran pengaturan (regulated entities) dan faktor
“komitmen”. Faktor kapasitas contohnya adalah pengetahuan tentang peraturan dan

kemampuan teknis serta keuangan untuk mentaati peraturan. Sedangkan faktor komitmen
misalnya persepsi dari regulator atau insentif untuk penaatan. Berdasarkan teori ini,

diperlukan suatu pendekatan yang lebih kooperatif untuk memastikan penaatan dengan cara
menyediakan berbagai strategi bantuan penaatan (compliance assistance) seperti diseminasi
informasi, bantuan teknis, dan pengawasan yang didesain untuk memungkinkan pengawas
menyediakan nasihat penaatan (compliance advice).

Penaatan terhadap ketentuan hukum intemasional sudah sejak lama dianggap sebagai
roh dari pelaksanaan ketentuan hukum intemasional secara praktek. Dalam sistem penaatan
paling tidak terdapat 3 unsur utama untuk dapat menjamin berjalannya sistem penaatan yang

ideal. Pertama adalah adanya mekanisme verifikasi dalam sebuah ketentuan perjanjian

intemasional.35 Dalam konteks ini mekanisme verifikasi akan berfungsi untuk melakukan
penilaian dan pengukuran terhadap tindakan yang menjadi standar atau acuan dalam
perjanjian intemasional tertentu. Pada Protokol Kyoto sebagai perjanjian lingkungan

intemasional yang khusus bicara tentang perubahan iklim hal ini dapat dilihat dari laporanlaporan yang dibuat oleh masing-masing negara yang telah dikaji sebelumnya oleh expert
review sebagai parameter tindakan yang dapat diambil.

Unsur kedua adalah proses penyesuaian dari hasil verifikasi terhadap komitmen
masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian intemasional tersebut. Setiap negara
tentu memiliki tingkat komitmen yang berbeda, baik berdasarkan sejarah emisi yang telah

dihasilkan maupun berdasarkan kemampuan dari negara yang bersangkutan. Unsur terakhir
dalam sistem penaatan adalah adanya respon yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi.
Setiap bentuk pelanggaran yang terjadi tentu memiliki implikasi hukum yang harus diemban.

Dalam menunjang pelaksanaan isi perjanjian, pelaksanaan Protokol Kyoto ditunjang dengan
mekanisme penaatan yang dimulai dalam pembicaraan dalam Persetujuan Marrakesh pada
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tahun 2001 dengan mengusung institusi penunjang yaitu Facilitative Branch and an
Enforcement Branch.
Facilitative Branch berfungsi untuk memfasilitasi dan memberikan panduan dalam

pelaksanaan Protokol Kyoto, sedangkan Enforcement Branch memainkan perannya terhadap
negara-negara yang tidak taat atau patuh terhadap kewajiban-kewajiban dalam Protokol
Kyoto, baik berupa target penurunan emisi, laporan rutin, dan hal-hal lain yang dibutuhkan
dalam menunjang pelaksanaan flexible mechanism ,36 Beberapa konsekuensi yang terdapat
dalam Protokol Kyoto sebagai tindak lanjut penegakan hukum meliputi (a) penurunan jatah

dari pihak yang tidak patuh terhadap standar yang telah ditentukan pada komitmen kedua
setelah Kyoto sebesar jumlah kelebihan dikalikan 1,3; (b) penyesuaian rencana aksi negara
yang melanggar ketentuan yang telah disesuaikan dengan data faktual terbaru; dan (c)

penundaan untuk mengikuti skema emission trading dengan pihak terkait sampai dengan
kewajibannya terpenuhi.37

Dalam beberapa masalah yang ditemui pada pelaksanaan perjanjian lingkungan

internasional secara umum dan pada instrumen Protokol Kyoto pada khususnya, masalah
penaatan serta sanksi bagi negara anggota selalu menjadi pusat perhatian. Berbeda dengan
pengaturan masalah penaatan di instrumen hukum internasional lainnya, mekanisme penaatan
dalam Protokol Kyoto mengandalkan instrumen ekonomi dengan bertumpu pada mekanisme

pasar. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa proses monitoring yang efisien dan
pemberian sanksi pada tindakan yang mencerminkan ketidaktaatan menjadi salah satu
penentu dalam jalannya kompetisi secara ekonomi.38

Kehadiran Protokol Kyoto yang semula diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam usaha penurunan nilai emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya perubahan iklim,
ternyata tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini paling tidak disebabkan oleh
beberapa hal. Pertama, lemahnya keikutsertaan dan komitmen Amerika Serikat sebagai

negara yang memiliki sumbangsih dalam peningkatan emisi CO2 dari sektor bahan bakar

fosil.39 Selanjutnya, Protokol Kyoto tidak dapat berperan maksimal pada saat negara-negara
Annex I yang diharapkan menjadi subyek utama dalam usaha penanggulangan perubahan
iklim justru merumuskan kebijakan-kebijakan pada skala lokal dan nasional yangjustru tidak
mendukung Protokol Kyoto serta membuat target penurunan konsentrasi gas rumah kaca
menjadi sulit untuk

dicapai.40 Akhirnya, besarnya kepentingan yang termuat dalam proses

pembuatan dan pelaksanaan mekanisme penaatan yang termuat dalam Protokol Kyoto

semakin memberikan antipati dalam usaha penanggulangan perubahan iklim.41

GLOBAL Vol. 13 No. 1 Mei 2011

65

Masa depan rezim perubahan iklim saat ini berada dalam kondisi yang problematis.

Keberadaan Protokol Kyoto yang akan segera berakhir pada tahun 2012 serta perdebatan
seputar kehadiran instrumen hukum dan mekanisme yang telah dilakukan dalam beberapa

tahun belakangan membuat beberapa kalangan akademisi dan ilmuwan mempertanyakan
efektifitas pasca Protokol Kyoto terhadap penurunan nilai konsentrasi gas rumah kaca yang
42

dihasilkan dari kegiatan manusia.

Keraguan terhadap usaha menuju iklim yang lebih baik pasca Protokol Kyoto paling

tidak dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran utama. Pertama, perubahan iklim adalah
masalah klasik yang merupakan dampak dari tindakan manusia ( anthropogenic ) yang

memerlukan tindakan

kolektif.43

Keberadaan iklim sebagai milik bersama membuat

komunitas di dalamnya dapat bertindak tanpa mempertimbangkan akibat yang akan diderita

oleh bagian dari komunitas lainnya.44 Hal ini tentu berdampak pada keseriusan dari negaranegara dunia sehingga usaha kolektif dalam rangka perubahan iklim kian diragukan.45
Kedua, walaupun dalam instrumen hukum lingkungan internasional yang tertuang

dalam Protokol Kyoto menuntut adanya penyesuaian tindakan dalam rangka menuju kategori
konsentrasi gas rumah kaca yang aman, hal ini perlu diikuti dengan tindakan mengurangi
penggunaan bahan bakar

fosil.46

Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil oleh suatu

negara turut bukan hal yang mudah dilakukan karena terkait erat dengan kemampuan atau
keadaan ekonomi negara tersebut, mengingat untuk melakukan pengurangan penggunaan
bahan bakar fosil perlu ditunjang dengan kesiapan fmansial dan kebijakan strategis dalam
pemanfaatan energi

altematif.47

Dikotomi antara stabilitas lingkungan dan pertumbuhan

ekonomi seperti ini di kemudian hari ditengarai sebagai penghalang dalam pelaksanaan
komitmen internasional pasca Protokol Kyoto.

I!

Ketiga, walaupun pada akhirnya ada kesungguhan dari negara-negara terhadap
dampak dari perubahan iklim, namun hal ini akan memberikan dampak yang tidak signifikan
terhadap perubahan sistem iklim yang telah terjadi dan terlambat untuk dapat

diterapkan.49

Kondisi demikian membuat terwujudnya keadilan iklim bagi saat ini dan saat yang akan

datang semakin tidak mudah untuk direalisasi. Keadilan tidak hanya berkutat pada suatu
konsep terhadap yang dapat diperoleh dari orang lain, namun juga memuat penerimaan
terhadap suatu kondisi yang akan memperbaiki kondisi orang

lain.50

Dalam perspektif ekonomi, semua tindakan manusia didasarkan pada prinsip
rasionalitas. Prinsip ini juga diakomodasi dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum, yakni
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perhitungan dasar untung rugi dengan cara mengusahakan agar keseluruhan keuntungan
{benefits) harus lebih besar dari keseluruhan biaya {cost). Setiap manusia akan mengusahakan
agar keuntungan dapat dimaksimalkan setinggi mungkin, dan sebaliknya kerugian dapat
ditekan seminimal mungkin. Salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan dalam
melihat keberadaan suatu peraturan penanggulangan permasalahan lingkungan adalah dengan
menggunakan pendekatan ekonomi lingkungan. Pendekatan ini fokus pada penilaian

terhadap dampak ekonomi yang timbul dari suatu peraturan tertentu, termasuk di dalamnya
penilaian dengan menggunakan pendekatan cost benefit analysis.5I

Hal ini pun dapat dilihat dengan melakukan assessment terhadap tingkat penaatan

yang dilakukan oleh negara-negara peserta Protokol Kyoto. Tidak dapat dipungkiri bahwa
instrumen dan mekanisme penaatan suatu perjanjian internasional mempunyai peran penting
untuk menjamin ditegakkannya aturan di dalamnya karena tanpa adanya penaatan suatu
perjanjian akan terasa sia-sia.52 Penaatan dalam ranah hukum internasional dimaknai sebagai
suatu bentuk pelaksanaan kewajiban dari suatu negara sesuai dengan yang teiah disepakati

dan juga perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang

disepakati.53 Penaatan hadir

sebagai

suatu bentuk tindakan nyata dari subyek hukum untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan

hukum yang dituangkan dalam suatu

kesepakatan.54

Penggunaan instrumen serta mekanisme penaatan yang tepat guna sangat berpengaruh

dalam bentuk penegakan hukum dan efektifitas dari suatu peraturan. Oleh karena itu, banyak
kajian dan perspektif yang digunakan dalam mempertanyakan latar belakang suatu negara,

baik dalam rangka melakukan penaatan maupun tindakan suatu negara yang tidak taat dalam
melaksanakan suatu isi perjanjian.55 Penaatan mempunyai korelasi erat dengan implementasi
dan efektifitas dari suatu perjanjian internasional. Implementasi diartikan sebagai bentuk

pelaksanaan mengacu pada proses untuk menempatkan komitmen internasional ke dalam

praktik baik yang dapat dilakukan dengan harmonisasi dengan perundang-undangan dalam
negeri, penctapan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, penciptaan lembaga (baik domestik dan
internasional), dan penegakan aturan. Sedangkan efektifitas dapat dimaknai dengan berbagai

definisi, antara lain didefinisikan sebagai sejauh mana aturan diberikan menginduksi

perubahan perilaku yang lebih lanjut tujuan dari aturan; sejauh mana aturan memperbaiki

keadaan masalah yang mendasari; atau derajat dimana aturan inheren mencapai tujuan suatu
peraturan.
Dalam optik pendekatan ekonomi terhadap hukum, terdapat beberapa premis-premis

rasionalitas utama dalam pendekatan teoritis yang menjadi landasan berpikir suatu negara
untuk taat atau tidak taat terhadap suatu tindakan dalam hukum internasional, yaitu (i) Negara
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adalah aktor utama dalam sistem hukum internasional, (ii) Negara dalam melaksanakan
hubungan internasional tidak perlu dikonstruksikan dalam hubungan sub ordinat dalam

rangka melakukan kerjasama, (iii) Setiap negara selalu bersifat egois dan akan berusaha
semaksimal mungkin untuk mencapai kepentingan negara masing-masing dan, (iv) Setiap
negara selalu bertindak rasional dengan latar belakang pemikiran untung rugi yang telah di

proyeksi dalam segala bentuk tindakan dalam ranah internasional.56
Konstruksi rasionalitas di

atas

ditengarai dapat ditemui dalam melihat kegagalan

Protokol Kyoto dalam memberikan perubahan berarti untuk menanggulangi perubahan iklim.

Sanksi yang ditentukan berupa pengurangan jatah emisi sebesar 1,3 kali dari setiap kelebihan
emisi dirasakan tidak cukup mempengaruhi rasionalitas dari negara-negara Annex untuk

melakukan penaatan dan menganggap ketentuan tersebut lebih dapat menghadirkan
keuntungan dari kerugian bagi negara yang bersangkutan. Selain itu, terbukanya
kemungkinan untuk melakukan negosiasi berkenaan dengan target penurunan emisi yang
telah disepakati dalam pertemuan rutin COP ditengarai memberikan suatu bentuk pelemahan

terhadap usaha penaatan di dalam Protokol Kyoto. Mekanisme penaatan yang diwajibkan

kepada negara-negara non Annex juga memberi peran tersendiri dalam tidak tercapainya
target penurunan nilai emisi gas rumah kaca secara keseluruhan.

Untuk di masa mendatang, dalam rangka memperbaiki kondisi iklim yang ada serta

eskalasi tingkat penaatan dari negara-negara terhadap perjanjian lingkungan internasional
terkait masalah perubahan iklim maka perlu ditetapkan regulasi internasional yang cukup

untuk dijadikan salah satu variabel yang rasional untuk dipertimbangkan dalam mengambil
suatu kebijakan baik pada tataran internasional, nasional dan juga lokal. Becker mengatakan

bahwa penaatan terhadap peraturan dalam optik pendekatan ekonomi terhadap hukum akan

lahir salah satunya pada kondisi manusia dengan rasionalitasnya memiliki perkiraan
perhitungan bahwa manfaat yang akan diperoleh dari suatu penaatan akan jauh lebih besar
daripada biaya yang harus dikeluarkan jika penaatan tersebut dilakukan. Namun sebaliknya,

pada saat homo economicus memiliki hipotesis bahwa biaya yang harus dikeluarkan pada saat
tidak menaati peraturan atau dikenakan sanksi dari peraturan tersebut lebih murah daripada

untuk melakukan penaatan, maka kecenderungan untuk tidak melaksanakan peraturan akan
cenderung besar.

Keberadaan sanksi yang secara ekonomis cukup untuk dapat menjadi perhitungan
bagi negara-negara yang terikat dalam perjanjian lingkungan internasional serta seminimal
mungkin terdapatnya excuse untuk tidak melaksanakan isi perjanjian menjadi alternatif cara
yang dapat digunakan. Terlebih ketika sumbangsih besar dari perubahan iklim berasal dari
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negara-negara yang tergolong negara maju dengan keunggulan ekonomi, maka usaha
penaatan akan maksimal akan lebih optimal saat mengedepankan prinsip-prinsip rasionalitas
ekonomi.

Penutup

Perubahan iklim telah menjelma menjadi sebuah permasalahan utama bagi hampir
setiap negara di bumi ini. Tidak hanya dibutuhkan aturan dan seperangkat mekanisme semata
dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim, namun lebih lanjut kesadaran manusia

sebagai aktor utama dalam perubahan iklim mutlak diperlukan. Dalam konteks internasional,

keberadaan manusia-manusia yang direpresentasikan dalam

bentuk

negara

wajib

mempertimbangkan secara utuh terhadap dampak serius dari perubahan iklim dan mengambil
langkah strategis baik pada tataran mitigasi maupun adaptasi. Salah satu pendekatan yang
dapat digunakan dalam rangka menghadirkan penaatan secara optimal adalah melakukan
pendekatan dalam tataran analisa ekonomi terhadap hukum. Pemberian sanksi yang

diperhitungkan secara ekonomis dan memperkecil celah ada hilangnya kewajiban menjadi

salah satu faktor kunci dalam perumusan aturan yang efisien. Diharapkan dengan adanya

penggunaan instrumen serta pendekatan-pendekatan non yuridis dapat memaksimalisasi

penaatan dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik.
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